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PERATURAN DESA SUMBERREJO
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG 
NO: 03TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUMBERREJO
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERREJO 

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Desa, serta perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sumberrejo Tahun 2015-2020 dengan Peraturan Desa.


	Mengingat
	:
	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);




3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015- 2019;




DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBEREJO 
dan
KEPALA DESA SUMBERREJO


M E M U T U S K A N

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) SUMBERREJO KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG  TAHUN 2015-2020



Pasal 1
Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMdes) Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020.

Pasal 2
Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMdes) Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strtegi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah desa Sumberrejo yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala desa Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 3
Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMdes) Sumberrejo Tahun 2015-2020, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I 	: PENDAHULUAN
BAB II 	: PROFIL DESA
BAB III 	: POTENSI DAN MASALAH
BAB IV 	: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
BAB V 	: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4
Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMdes) Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMdes) Sumberrejo Tahun 2015-2020, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.  

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberrejo.


Ditetapkan di Desa Sumberrejo
Pada tanggal , September 2014
KEPALA DESA  SUMBERREJO



BOWO PRAYITNO
Diundangkan di Desa Sumberrejo
Pada tanggal , September 2014
Sekretaris Desa Sumberrejo




HENDRIQ INDRA GUNAWAN
NIP.198103272007011005

LEMBARAN DESA SUMBERREJO TAHUN 2014 NOMOR.......................




BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)  Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro sebagai penjabaran visi, misi dan program desa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Lumajang . RPJM Desa Sumberrejo  antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan RPJMDES ini adalah metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yaitu suatu metode yang mengkaji beberapa masalah dan potensi yang ada dengan pendekatan partisipatif dari dan oleh masyarakat desa itu sendiri. Metode PRA ini digunakan karena dianggap paling respresentatif, sedangkan analisis keilmuan berfungsi untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih tajam. Kegiatan dilaksanakan  bersama sama masyarakat dan aparat pemerintahan desa  .
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI, termasuk dalam hal pembangunan.
Tentunya pembangunan yang dilakukan harus melalui tahapan perencanaan, sebelum pembangunan berjalan diadakan Musyawarah Dusun diteruskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu forum masyarakat  desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).



Musrenbangdes agar menghasilkan perencanaan pembangunan di Tingkat Desa  yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat setempat selayaknya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pemberdayaan 
b. Partisipatif
c. Berpihak pada masyarakat
d. Terbuka
e. Akuntabel
f. Selektif
g. Efisiensi dan efektif
h. Keberlanjutan
i. Cermat
j. Proses berulang
k. Penggalian informasi

Perencanaan pembangunan di tingkat desa tersebut diatas merupakan proses untuk mengantisipasi kondisi yang akan datang dan pengembangan data yang terlalu luas dan tidak berguna, serta untuk menyusun perencanaan yang berkualitas  maka perlu dipahami situasi secara menyeluruh baik potensi maupun masalah serta kebutuhan gagasan kongkrit untuk mengatasi masalah yang sebenarnya.

1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud 
Maksud diadakan penyusunan 	RPJM Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro  adalah menghimpun semua data fisik / sumberdaya alam, sumber daya buatan dalam rangka menyusun program pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberrejo  yangdigunakan sebagai titik tolak perencaanaan , pelaksanaan dan pengawasam pembangunan untuk upaya pencapaian pembangunan yang terpadu dan terarah .

1.2.2. Tujuan
1. Bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan tingkat desa.
b.   Sebagai pembelajaran bagi semua pihak bahwa proses pembangunan memerlukan kerjasama / sinergi dan koordinasi dari semua pihak
c. Melalui dokumen RPJM Desa  ini diharapkan terwujud suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan antara perencanaan program, perencanaan sumberdaya dan pengendalian pelaksanaan program untuk jangka waktu 6 tahun yang akan datang. Selain itu, melalui RPJM Desa Sumberrejo  ini diharapkan adanya kesatuan pola sikap dan pola tindak diantara para pelaku pembangunan sehingga program dan pelaksanaan yang sinergis, koordinatif dan melengkapi satu sama lain dapat terwujud
d. Pemakaian metode PRA (Participatory Rural Appraisal) karena dianggap paling representatif, sedangkan analisis keilmuan berfungsi untuk mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih tajam.

1.2 Dasar Hukum  
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa SumberejoKecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :
	
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
· Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
· Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
· Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
· Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
· Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
· Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang;
· Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015- 2019;

1.3 Pengertian Istilah Yang Dipergunakan 
1. 	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahasdan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan PermusyawaratanDesa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. 	Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa.adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. 	Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4. 	Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. 	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa 
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
6. 	Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. 	Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. 	Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
10.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
12.Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 6 (enam) tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang2015 – 2020 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sumberejo diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan spesifik Desa Sumberejo sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6(enam) tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat,diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) antara Lain: 
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan di desa.
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Sebagai alat pedoman bagi pemerintah desa dan lembaga lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
6. Sebagai bahan untuk melihat perkembangan dan alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.



























BAB II
PROFIL  DESA SUMBERREJO
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG


2.1 . KONDISI DESA
2.1.1. Sejarah Desa
Sejarah Desa Sumberejo tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro di Kabupaten Lumajang. Desa ini awalnya bernama desa Candipuro  dengan Kepala Desa  seumur hidup, karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1973 dipecah menjadi Desa Candipuro, Desa Sumberrejo dan Desa Sumberwuluh  . 
Nama Sumberejo didasarkan pada banyaknya sumber air yang ada di desa ini. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:
Yaudi  Tohari   (tahun 1972 s.d 1976),  Moh. Irsad  (tahun 1976 s.d 1982), Endang Dasuki (tahun 1982 s.d 1990), H. Abdul Hamid, SH. (tahun 1990  s.d .1998), Wisnu Sanyoto  (tahun 1998 s.d 2006 ), dan Bowo Prayitno   (tahun 2006  s.d  2012 ), Bowo Prayitno ( 2013 Pjs), Bowo Prayitno ( 2015 s/d 2020 )

2.1.2 Kondisi Geografi
2.1.2.1. Batas Wilayah
Secara geografis Desa Sumberejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Lumajang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Sumberejo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm 

Secara administratif, Desa Sumberejo terletak di Kloposawit . Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberwuluh  Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa   Jugosari  sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa  Candipuro

Jarak tempuh Desa Sumberejo ke ibu kota kecamatan adalah 0 km, yang karena Kecamatan Candipuro terletak di Desa Sumberrejo 





2.1.2.2. Luas Wilayah Desa Sumberrejo adalah sebagai berikut :
Luas Wilayah	:  601	Ha
Luas Lahan Pertanian	:  241,5	Ha
Luas Lahan Perkebunan 	:  20	Ha
Luas Ladang/Tegalan	:  105	Ha
Luas Pemukiman	:  153	Ha
Luas Jalan	:  11,8	Ha
Luas Makam	:  0,5	Ha
Lain-lain	:  57,2	Ha
2.1.2.3.Data Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) :
Dusun Krajan 	:  	RW : 1 	RT 	:	1 - 8
Dusun Sumberrejo 	: 	RW : 2  	RT 	: 	1 - 11
Dusun Bulak Manggis 	:  	RW : 3  	RT  	:	1 - 10
Dusun Candilor 	:  	RW : 4  	RT  	:	1 - 6
Dusun Panggung Nongko 	:  RW : 5 	RT  	:	1 – 6

2.1.3 Kondisi Demografi
 2.1.3.1.Data Penduduk dan Jumlah Keluarga :
Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sumberejo adalah terdiri dari 3.067 Laki laki dan 3.115 Wanita , dengan jumlah total  6.182 jiwa, dengan rincian sbb :.
	No.
	Dusun
	Jumlah Penduduk
	Jumlah KK
	RTM

	
	
	L
	P
	Total
	
	

	1
	Krajan
	503
	515
	1018
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sumberrejo
	853
	902
	1785
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bulak Manggis
	747
	754
	1501
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Candilor
	431
	439
	870
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Panggungnongko
	503
	505
	1008
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah
	3.067
	3.115
	6.182
	
	

	
	
	
	
	
	


Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif Desa Sumberejo sekitar 3.295 atau hampir 41,3%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

2.1.3.2 .Latar Belakang Pendidikan Penduduk  :
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. 

Belum Sekolah		       : 1.184 	Jiwa
Taman Kanak-kanak (TK)		:     315	Jiwa
Sekolah Dasar  (SD)			:  1.374	Jiwa
SLTP			:  2.645	Jiwa
SLTA			:     480	Jiwa
Diploma D1/D2/D3		:       85 	Jiwa	
Sarjana S1/S2/S3		: 	99	Jiwa                   
:  6.182   Jiwa

penduduk Desa Sumberejo dapat  menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.
Kualitas tingkat pendidikan di Desa Sumberejo, tidak terlepas dari masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sumberejo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD), sementara untuk pendidikan tingkat SMP, SMA  ke atas berada di Desa  lain dan  kecamatan lain yang  dapat dijangkau.

2.1.4 Kondisi Sosial 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Sumberejo, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.
Khusus untuk pemilihan kepala desa Sumberejo, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang dipercaya oleh masyarakat , serta dicalonkan atau mencalonkan diri  , dan nantinya dipilih secara langsung .
Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. 
Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Sumberejo pada Bulan Desember tahun 2013. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%, Tercatat ada empat  kandidat kepaladesa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa yaitu  kandidatnya Bowo Prayitno, Usman, H. Endang Prayogo dan Wisnu Sanyoto. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sumberejo seperti acara perayaan desa.
Pada bulan Mei 2013 dan Juli 2013 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Lumajang dan Gubernur Jawa Timur secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Sumberejo. 
Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. 
Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Sumberejo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.
Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sumberejo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sumberejo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.
Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sumberejo. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.
Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sumberejo. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sumberejo. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.
Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Sumberejo. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial. 

2.1.5Kondisi Ekonomi

Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Sebagaian besar penduduk desa Sumberrejo bermata pencaharian Petani.
Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sumberejo Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sumberejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 895 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 570 orang, yang bekerja di sektor pedagang  421 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 574 orang sisa merata di sector peternak, buruh tani, TNI, Tukang dan kuli. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.612 orang.Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

	No.
	Mata Pencaharian
	Jumlah 

	
	
	

	1
	Petani / Penggarap 
	895

	2
	Buruh Tani
	310

	3
	Peternak
	260

	4
	Pedagang / Bakulan
	421

	5
	Tukang / Kuli Bangunan
	173

	7
	Pegawai Negari (PNS)
	79

	8
	TNI / POLRI
	8

	9
	Karyawan Swasta / Wiraswasta
	322

	10
	Jasa
	570

	11
	Lain – lain
	574



	Prasarana Kesehatan
	
	
	

	a
	Posyandu
	:
	0
	Unit

	b
	Polindes
	:
	1
	Unit

	c
	Puskesmas
	:
	 - 
	Unit

	d
	Bidan Desa
	:
	 1
	orang

	e
	Praktek Dokter
	:
	  -
	orang

	F
	Dukun Beranak
	:
	 5
	orang

	
Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. 




2.2. 	KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
Wilayah Desa Sumberejo terdiri dari 5 Dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Sumberrejo, Dusun Bulakmanggis, Dusun Candilor dan Dusun Panggungnongko yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadapmasyarakat di Desa Sumberejo, dari lima dusun tersebut terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT).

2.2.2.   Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sumberejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.
Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Sumberejo tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :


Bagan I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang 
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Nama Pejabat Pemerintah Desa Sumberejo


	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Bowo Prayitno
	Kepala Desa

	2
	Hendriq Indra Gunawan
	Sekretaris Desa

	3
	Zulaiha Nurhasanah
	Kaur  Pemerintahan

	4
	Bambang Iskandar
	Kaur  Keuangan

	5
	Gatot Supaat
	Kaur Umum

	6
	Eko Hadi Prassetyo
	Kaur Pembangunan

	7
	M.Thoyyib
	Kaur Kesra

	8
	
	Kasun Krajan

	9
	Timbul
	Kasun Sumberejo 

	10
	
	Kasun Bulak Manggis

	11
	
	Kasun Candilor

	12
	Pujiono
	Kasun Panggung Nongko

	13
	Sosro Girono
	Staff

	14
	Imam Syafi’i
	P3N

	15
	Iwan Sugiono
	Pembantu Umum 



Nama Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo

	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Drs.Misdam
	Ketua

	2
	Siswoto
	Wakil Ketua

	3
	Rini Eka Winarsih
	Sekretaris

	4
	Muhaemi, Ama.Pd.
	Anggota

	5
	Didik Hariyanto.S.Pd
	Anggota

	6
	Sucipto
	Anggota

	7
	Agus Hariono
	Anggota

	8
	Bandut
	Anggota

	9
	Hariyono
	Anggota

	10
	Emi Hawati
	Anggota

	11
	Ponidi
	Anggota 










Nama-nama Pengurus LKMD Desa Sumberrejo

	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Buang
	Ketua

	2
	Sugeng Mariyanto
	Wakil Ketua

	3
	Ratna Juwinti.S.Pd
	Sekretaris

	4
	Hj. Tri Dwi Astitik.S.Pd
	Bendahara

	5
	Moh. Iksan 
	Anggota

	6
	Arifin 
	Anggota



Nama-nama Pengurus Karang Taruna Desa Sumberrejo

	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Ribut Joyo W, S.Pd
	Ketua

	2
	Purwati
	Sekretaris

	3
	Dwi Nurul Hidayati, S.Pd
	Bendahara

	4
	Umul Hujroh, S.Pd
	Anggota

	5
	Kurniawan Adi Wijaya
	Anggota



Nama-nama Pengurus PKK  Desa Sumberejo

	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Ny. Bowo Prayitno
	Ketua

	2
	Ny. Kristin
	Wakil Ketua

	3
	Nurul Hidayati
	Sekretaris

	4
	Susanah
	Bendahara

	5
	Sri Windayati
	Anggota

	6
	Titik Ernawati
	Anggota



Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sumberejo kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.









BAB III
POTENSI DAN MASALAH
      3.1. Potensi
Desa Sumberejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.
       Sumber Daya Alam
1. Lahan pertanian (sawah) masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
2. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal
3. Adanya kawasan hutan negara, yang bisa dikelola bersama masyarakat
4. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
5. Adanya hasil panen padi , jagung, ubi tanah dan lainnya dari hasil dari pengelolaan hutan bersama masyarakat 
6. Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar
        Sumber Daya Manusia
1. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
3. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
4. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat. 
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun
10. Adanya penduduk yang punya kemampuan berdagang .



Kelembagaan / Organisasi
1. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
2. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LKMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.   
3. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.
      3.2. Masalah
Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Sumberejo yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat analisis berupa PRA seperti : Potret Desa, Diagram Venn ,Hubungan Kelembagaan , Transek, serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.
Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. 
Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun.
1. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Krajan
	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Pendidikan
	1. Adanya anak yang putus sekolah
2. Belum adanya kegiatan program kejar paket A/B/C
3. Kurangnya bantuan sarana dan prasarana pendidikan tingkat Paud dan Tk

	2
	Kesehatan 
	1. Rehab dan pengembangan air bersih kurang optimal .
2. Saluran pembuangan air sanitasi masyarakat kuranglancar
3. Keterbatasan warga kurang mampu dalam berobat
4. Kurangnya kegiatan penyemprotan nyamuk
5. Tidak adanya gedung balai Posyandu


	3
	Sarana dan Prasarana

	1. Adanya jalan lingkungan yang masih tanah yang perlu ditingkatkan menjadi paving atau rabat beton
2. Didepan Balai Desa dan sepanjang  jalan induk/propinsi perlu adanya trotoar yang berguna untuk pejalan kaki  dan untuk memperindah wajah desa 
3. Pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) kurang  memadai.
4. Belum adanya gapura sebagai penanda batas Dusun maupun batas Desa
5. Pembangunan jembatan untuk mobilitas dan kelancaran transportasi masih kurang
6. Belum adanya taman Desa untuk sarana interaksi sosial warga
7. Perlunya penambahan penerangan dan pengadaan lampu hias 
8. Adanya pos kamling yang perlu direhab
9. Belum adanya balai dusun
10. Kurang terawatnya tugu desa

	4
	Lingkungan Hidup
	1. Tidak adanya programpengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Tidak adanya TPA yang layak dan memadai
3. Kurang digalakannya program rumah hijau (green house) dan taman toga

	5
	Sosial dan Budaya
	1. Tidak adanya gedung sentral untuk
Kegiatan seni
2. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan pada kelompok/sanggar seni yang ada
3. Kurangnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
4. Tidak adanya pelatihan ketrampilan pemuda seperti kursus komputer, elektro, jahit dan pelatihan kewirausahaan lainnya
5. Tidak adanya sarana dan prasarana olah raga seperti lapangan sepak bola
6. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan bagi kegiatan pemuda dan olah raga
7. Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kegiatan karang taruna dan organisasi pemuda lainnya
8. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat miskin, komunitas adat
9. Kurangnya program peningkatan peran perempuan di pedesaan

	6
	Urusan Pemerintahan
	1. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan keagamaan seperti pembinaan, pemberian bantuan dana kepada kelompok kesenian islam dan pengembangan TPQ
2. Munculnya kesenjangan sosial dari program bantuan sosial semacam BLT, PKH, dan lainnya
3. Kadang terjadi konflik warga dalam persaingan keyakinan terhadap partai yang diyakini oleh masyarakat
4. Kurangnya sosialisi gerakan keluarga sadar hukum (Kadarkum)
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
6. Kurang optimalnya pelayanan masyarakat karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai

	7
	Ekonomi, Koperasi dan UKM
	1. Kesadaran  masyarakat atas pentingnya koperasi  masih kurang 
2. Belum adanya koperasi perikanan dan peternakan
3. Kecenderungan sebagian masyarakat  masih pinjam modal kepada rentenir 
4. Kurang optimalnya pembinaan pada Koperasi wanita (Kopwan) dan kelompok wirausaha lainnya
5. Tidak adanya pasar desa
6. Tidak adanya program pengembangan sentra industri potensial dan industri kecil menengah 
7. Bank Desa dan BUMDesa tidak ada
8. Masih minimya modal dan pembinaan bagi pemilik PKL 
9. Minimnya pengupayaan modal dengan bunga rendah
10. Kegiatan UKM tidak berjalan walaupun SDM  yang berkualitas tersedia


	8
	Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	1. Jalan usaha tanisempit dan banyak yang rusak
2. Kurangnya pembinaan, bantuan modal dan peralatan kepada petani
3. Tidak adanya pelatihan dan bantuan modal untuk kelompok budidaya ikan
4. Tidak adanya program pemberdayaan agribisnis
5. Kurangnya perhatian terhadap program peningkatan produksi hasil peternakan
6. Tidak adanya lumbung desa sebagai lembaga ketahanan pangan
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan kurang optimal

	9
	Pariwisata
	1. Tidakdipugarnya Gua sebagai aset wisata desa
2. Tidak adanya tempat wisata desa



2. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Sumberrejo 

	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Pendidikan
	1. Adanya anak yang putus sekolah
2. Ada sebagian warga yang buta huruf
3. Belum adanya kegiatan program kejar paket A/B/C
4. Kurangnya bantuan sarana dan prasarana pendidikan tingkat Paud dan Tk

	2.
	Kesehatan 
	1. Kurangnya peralatan penyemprotan nyamuk
2. MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
3. Ada sebagian masyarakat kurang  kesadaran warga untuk hidup bersih, kecenderungan MCK disungai
4. Belum ada gedung posyandu walaupun kader kesehatan tersedia
5. Keterbatasan warga kurang mampu dalam berobat
6. Rehab dan pengembangan air bersih kurang optimal

	3
	Sarana dan Prasarana

	1. Penahan jalan/plengsengan mulai dari RT 9 hingga  RT 11 belum ada sehingga rawan  terjadi pengikisan 
2. Penahan jalan Sumberduren  belum ada sehingga rawan  terjadi pengikisan 
3. Rusaknya jalan tembus sehingga mobilisasi dan transpostasi menjadi terhambat perlu adanya lapenisasi
4. Belum adanya gapura penanda batas dusun
5. Adanya jalan lingkungan yang belum tertata rapi perlu adanya paving atau rabat beton
6. Pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) kurang  memadai.
7. Perlunya pembangunan jembatan untuk mobilitas dan kelancaran transportasi
8. Belum adanya taman Desa untuk sarana interaksi sosial warga
9. Perlunya penambahan penerangan dan pengadaan lampu hias
11. Adanya pos kamling yang perlu   direhab
12. Belum adanya trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki
13. Adanya balai dusun yang rusak perlu untuk direhab

	4
	Lingkungan Hidup
	1. Tidak adanya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Tidak adanya TPA yang layak dan memadai
3. Adanya pohon disekitar sumber mata air yang roboh
4. Kurang digalakannya program rumah hijau (green house) dan taman toga

	5
	Sosial dan Budaya
	1. Tidak adanya gedung sentral untuk
Kegiatan seni
2. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan pada kelompok/sanggar seni yang ada
3. Kurangnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
4. Tidak adanya pelatihan ketrampilan pemuda seperti kursus komputer, elektro, jahit dan pelatihan kewirausahaan lainnya
5. Tidak adanya sarana dan prasarana olah raga seperti lapangan sepak bola
6. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan bagi kegiatan pemuda dan olah raga
7. Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kegiatan karang taruna dan organisasi pemuda lainnya
8. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat miskin, komunitas adat
Kurangnya program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

	6
	Urusan Pemerintahan
	1. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan keagamaan seperti pembinaan, pemberian bantuan dana kepada kelompok kesenian islam dan pengembangan TPQ
2. Munculnya kesenjangan sosial dari program bantuan sosial semacam BLT, PKH, dan lainnya
3. Kadang terjadi konflik warga dalam persaingan keyakinan terhadap partai yang diyakini oleh masyarakat
4. Kurangnya sosialisi gerakan keluarga sadar hukum (Kadarkum)

5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
6. Kurang optimalnya pelayanan masyarakat karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai

	7
	Ekonomi, Koperasi dan UKM
	1. Kesadaran  masyarakat atas pentingnya koperasi  masih kurang 
2. Belum adanya koperasi perikanan dan peternakan
3. Kecenderungan sebagian masyarakat  masih pinjam modal kepada rentenir 
4. Kurang optimalnya pembinaan pada Koperasi wanita (Kopwan) dan kelompok wirausaha lainnya
5. Tidak adanya pasar desa
6. Tidak adanya program pengembangan sentra industri potensial dan industri kecil menengah 
7. Bank Desa dan BUMDesa tidak ada
8. Masih minimya modal dan pembinaan bagi pemilik PKL 
9. Minimnya pengupayaan modal dengan bunga rendah
10. Kegiatan UKM tidak berjalan walaupun SDM  yang berkualitas tersedia

	8
	Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	1. Irigasi kurang memadai sehingga hasil bumi kurang maksimal
2. Peralatan masih menggunakan manual , shingga perlu adanya peralatan yang modern untuk membantu pengolahan pertanian yang maxsimal
3. Masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada dan tersedia di Dinas Pertanian Kecamatan Candipuro 
4. Perlunya membuat Jalan Usaha Tani (JUT ) dari Karang Kletak ke Jalan Sumberrejo
5. Kurangnya pembinaan, bantuan modal dan peralatan kepada petani
6. Tidak adanya pelatihan dan modal untuk kelompok budidaya ikan
7. Pembinaan dan bantuan modal bagi kelompok peternak masih kurang
8. Sosialisasi program pemanfaatan energi alternatif bio gas tidak ada
9. Kotoran ternak tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik 
10. Tidak adanya lumbung desa sebagai lembaga ketahanan pangan

	9
	Pariwisata 
	1. Tidak ada tempat pariwisata desa untuk menambah PAD



3. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Bulakmanggis
	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Pendidikan
	1. Sarana dan prasarana MI di dusun Bulak manggis kurang memadai
2. Kesadaran terhadap pendidikan umum  kurang , cenderungan masih mengarahkan kesalafiyah .
3. Masih adanya warga yang perlu penyetaraan pendidikan
4. Belum adanya gedung Paud


	2
	Kesehatan 
	1. MCK belum memadai dan masih banyak masyarakat yang ke sungai .
2. sarana air bersih kurang 
3. Kurang peralatan penyemprotan nyamuk
4. Ada sebagian masyarakat kurang  kesadaran warga untuk hidup bersih, kecenderungan MCK disungai
5. Belum ada gedung posyandu walaupun kader kesehatan tersedia
6. kurangnya program perbaikan gizi masyarakat
7. Tidak adanya program kesehatan reproduksi remaja
8. Adanya warga yang kurang mampu dalam berobat


	3
	Sarana dan Prasarana

	1. Sarana jalan dusun dan jalan lingkungan banyak yang rusak
2. Penghubung jalan ke makam masih tanah dan masih sulit untuk dilalui
3. Jembatan ke lokasi pemakaman sempit perlu diperlebar
4. Belum adanya gapura sebagai batas wilayah
5. Jalan tembus untuk memudahkan mobilisasi warga rusak
6. Adanya jembatan yang rusak
7. Poskamling belum merata perlu dibangun lebih banyak lagi


	4
	Lingkungan Hidup
	1. Tidak adanya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Tidak adanya TPA yang layak dan memadai
3. Adanya pohon disekitar sumber mata air yang roboh
4. Kurang digalakannya program rumah hijau (green house) dan taman toga

	5
	Sosial dan Budaya
	1. Tidak adanya gedung sentral untuk
Kegiatan seni
2. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan pada kelompok/sanggar seni yang ada
3. Kurangnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
4. Tidak adanya pelatihan ketrampilan pemuda seperti kursus komputer, elektro, jahit dan pelatihan kewirausahaan lainnya
5. Tidak adanya sarana dan prasarana olah raga 
6. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan bagi kegiatan pemuda dan olah raga
7. Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kegiatan karang taruna dan organisasi pemuda lainnya
8. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat miskin, komunitas adat
Kurangnya program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

	6
	Urusan Pemerintahan
	1. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan keagamaan seperti pembinaan, pemberian bantuan dana kepada kelompok kesenian islam dan pengembangan TPQ
2. Munculnya kesenjangan sosial dari program bantuan sosial semacam BLT, PKH, dan lainnya
3. Kadang terjadi konflik warga dalam persaingan keyakinan terhadap partai yang diyakini oleh masyarakat
4. Kurangnya sosialisi gerakan keluarga sadar hukum (Kadarkum)
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
6. Kurang optimalnya pelayanan masyarakat karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai

	7
	Ekonomi, Koperasi dan UKM
	1. Banyaknya warga yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap
2. Kesadaran  masyarakat atas pentingnya koperasi  masih kurang 
3. Lapangan kerja terbatas 

	8
	Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	1. Irigasi kurang memadai sehingga hasil bumi kurang maksimal
2. Peralatan masih menggunakan manual, sehingga perlu adanya peralatan yang modern 

3. Masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada dan tersedia di Dinas Pertanian Kecamatan Candipuro 
4. Plengsengan dan Jalan Usaha Tani (JUT) banyak yang rusak
5. Belum dikembangkannya kelompok budidaya ikan air tawar
6. Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kelompok peternak
7. Kurang dikelola dan dimanfaatkannya kotoran ternak menjadi pupuk dan energi alternatif ( Biogas )
8. Tidak adanya lumbung desa sebagai lembaga ketahanan pangan desa

	9
	Pariwisata 
	1. Tidak ada tempat pariwisata desa untuk menambah PAD




4. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Candilor
	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Pendidikan
	1. Adanya anak yang putus sekolah
2. Ada sebagian warga yang buta huruf
3. Belum adanya kegiatan program kejar paket A/B/C
4. Kurangnya bantuan sarana dan prasarana pendidikan tingkat Paud dan Tk


	2.
	Kesehatan 
	1. Kurangnya peralatan penyemprotan nyamuk
2. MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
3. Belum ada gedung posyandu walaupun kader kesehatan tersedia
4. Keterbatasan warga kurang mampu dalam berobat
5. Rehab dan pengembangan air bersih kurang optimal
6. Kurangnya kesadaran warga akan pentingnya kesehatan


	3
	Sarana dan Prasarana

	1. Jalan desa rusak perlu adanya penyemiran jalan desa
2. Rusaknya jalan tembus sehingga mobilisasi dan transpostasi menjadi terhambat perlu adanya lapenisasi
3. Belum adanya gapura penanda batas dusun

4. Adanya jalan lingkungan yang belum tertata rapi perlu adanya paving atau rabat beton
5. Pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) kurang  memadai.
6. Adanya jembatan yang rusak ataupun perlu dibangun demi kelancaran transportasi dan mobilitas warga
7. Belum adanya taman Desa untuk sarana interaksi sosial warga
8. Lampu penerangan jalan belum banyak terpasang
9. Adanya pos kamling yang perlu   direhab
10. Belum adanya trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki
11. Adanya balai dusun yang rusak perlu untuk direhab

	4
	Lingkungan Hidup
	1. Tidak adanya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Tidak adanya TPA yang layak dan memadai
3. Kurang digalakannya program rumah hijau (green house) dan taman toga

	5
	Sosial dan Budaya
	1. Tidak adanya gedung sentral untuk
Kegiatan seni
2. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan pada kelompok/sanggar seni yang ada
3. Kurangnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
4. Tidak adanya pelatihan ketrampilan pemuda seperti kursus komputer, elektro, jahit dan pelatihan kewirausahaan lainnya
5. Tidak adanya sarana dan prasarana olah raga 
6. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan bagi kegiatan pemuda dan olah raga
7. Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kegiatan karang taruna dan organisasi pemuda lainnya
8. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat miskin, komunitas adat
Kurangnya program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

	6
	Urusan Pemerintahan
	1. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan keagamaan seperti pembinaan, pemberian bantuan dana dan pengembangan TPQ

2. Munculnya kesenjangan sosial dari program bantuan sosial semacam BLT, PKH, dan lainnya
3. Kadang terjadi konflik warga dalam persaingan keyakinan terhadap partai yang diyakini oleh masyarakat
4. Kurangnya sosialisi gerakan keluarga sadar hukum (Kadarkum)
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
6. Kurang optimalnya pelayanan masyarakat karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai

	7
	Ekonomi, Koperasi dan UKM
	1. Kesadaran  masyarakat atas pentingnya koperasi  masih kurang 
2. Kecenderungan masyarakat  masih tergantung pada rentenir 
3. Kurang optimalnya pembinaan pada Koperasi wanita (Kopwan) dan kelompok wirausaha lainnya
4. Tidak adanya pasar desa dan pasar hewan
5. Tidak adanya koperasi perikanan dan peternakan
6. Bank Desa belum tersedia
7. Masih minimya modal dan pembinaan bagi pemilik PKL 
8. Minimnya pengupayaan modal dengan bunga rendah

	8
	Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	1. Irigasi kurang memadai sehingga hasil bumi kurang maksimal
2. Masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada dan tersedia di Dinas Pertanian Kecamatan Candipuro 
3. Adanya Jalan Usaha Tani (JUT ) yang sempit sehingga perlu pelebaran dan perbaikan
4. Kurangnya pembinaan, bantuan modal kepada kelompok petani
5. Tidak adanya pelatihan dan modal untuk kelompok budidaya ikan
6. Pembinaan dan bantuan modal bagi kelompok peternak masih terbatas
7. Kotoran ternak belum dikelola dan   dimanfaatkan dengan baik
8. Tidak adanya lumbung desa sebagai alat ketahanan pangan

	9
	Pariwisata 
	1. Tidak ada tempat pariwisata desa untuk menambah PAD





5. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun PanggungNongko
	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Pendidikan
	1. Adanya anak yang putus sekolah
2. Ada sebagian warga yang buta huruf
3. Belum adanya kegiatan program kejar paket A/B/C
4. Kurangnya bantuan sarana dan prasarana pendidikan tingkat Paud dan Tk


	2.
	Kesehatan 
	1. Kurangnya peralatan penyemprotan nyamuk
2. MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
3. Belum ada gedung posyandu walaupun kader kesehatan tersedia
4. Keterbatasan warga kurang mampu dalam berobat
5. Rehab dan pengembangan air bersih kurang optimal


	3
	Sarana dan Prasarana

	1. Jalan desa rusak perlu adanya penyemiran jalan desa
2. Belum adanya gapura penanda batas dusun
3. Adanya jalan lingkungan yang belum tertata rapi perlu adanya paving atau rabat beton
4. Pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) kurang  memadai.
5. Adanya jembatan yang rusak ataupun perlu dibangun demi kelancaran transportasi dan mobilitas warga
6. Belum adanya taman Desa untuk sarana interaksi sosial warga
7. Lampu penerangan jalan belum banyak terpasang
8. Adanya pos kamling yang perlu   direhab
9. Belum adanya trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki
10. Adanya balai dusun yang rusak perlu untuk direhab


	4
	Lingkungan Hidup
	1. Tidak adanya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Tidak adanya TPA yang layak dan memadai
3. Kurang digalakannya program rumah hijau (green house) dan taman toga
4. Tidak adanya program daur ulang

	5
	Sosial dan Budaya
	1. Tidak adanya gedung sentral untuk
Kegiatan seni
2. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan pada kelompok/sanggar seni yang ada
3. Kurangnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
4. Tidak adanya pelatihan ketrampilan pemuda seperti kursus komputer, elektro, jahit dan pelatihan kewirausahaan lainnya
5. Tidak adanya sarana dan prasarana olah raga 
6. Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan bagi kegiatan pemuda dan olah raga
7. Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kegiatan karang taruna dan organisasi pemuda lainnya
8. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat miskin, komunitas adat
Kurangnya program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

	6
	Urusan Pemerintahan
	1. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan keagamaan seperti pembinaan, pemberian bantuan dana pengembangan TPQ

2. Munculnya kesenjangan sosial dari program bantuan sosial semacam BLT, PKH, dan lainnya
3. Kadang terjadi konflik warga dalam persaingan keyakinan terhadap partai yang diyakini oleh masyarakat
4. Kurangnya sosialisi gerakan keluarga sadar hukum (Kadarkum)
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
6. Kurang optimalnya pelayanan masyarakat karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai

	7
	Ekonomi, Koperasi dan UKM
	1. Kesadaran  masyarakat atas pentingnya koperasi  masih kurang 
2. Kecenderungan masyarakat  masih tergantung pada rentenir 
3. Kurang optimalnya pembinaan pada Koperasi wanita (Kopwan) dan kelompok wirausaha lainnya
4. Tidak adanya pasar desa dan pasar hewan
5. Tidak adanya koperasi perikanan dan peternakan
6. Bank Desa belum tersedia
7. Masih minimya modal dan pembinaan bagi pemilik PKL 
8. Minimnya pengupayaan modal dengan bunga rendah
9. Tidak adanya program pengembangan industri kecil dan menengah

	8
	Pertanian, Perikanan dan Peternakan
	1. Irigasi /dam kurang memadai sehingga hasil bumi kurang maksimal
2. Peralatan masih menggunakan manual , sehingga perlu adanya peralatan yang modern untuk membantu pengolahan lahan pertanian agar hasilnya maksimal
3. Masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada dan tersedia di Dinas Pertanian Kecamatan Candipuro 
4. Adanya Jalan Usaha Tani (JUT ) yang sempit sehingga perlu pelebaran dan perbaikan
5. Kurangnya pembinaan dan bantuan modal kepada kelompok petani
6. Tidak adanya pelatihan dan modal untuk kelompok budidaya ikan
7. Pembinaan dan bantuan modal bagi kelompok peternak masih terbatas
8. Kotoran ternak belum dikelola dan   dimanfaatkan dengan baik
9. Tidak adanya lumbung desa sebagai alat ketahanan pangan desa

	9
	Pariwisata 
	1. Tidak ada tempat pariwisata desa untuk menambah PAD


















BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1.  VISI  DAN  MISI
4.1.1. Visi
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI, termasuk dalam hal pembangunan.
Tentunya pembangunan yang dilakukan harus melalui tahapan perencanaan, sebelum pembangunan berjalan diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu forum masyarakat oleh masyarakat desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).
Musrenbangdes agar menghasilkan perencanaan pembangunan di Tingkat Desa  yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat setempat selayaknya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Pemberdayaan 
b. Partisipatif
c. Berpihak pada masyarakat
d. Terbuka
e. Akuntabel
f. Selektif
g. Efisiensi dan efektif
h. Keberlanjutan
i. Cermat
j. Proses berulang
k. Penggalian informasi
Perencanaan pembangunan di tingkat desa tersebut diatas merupakan proses untuk mengantisipasi kondisi yang akan datang dan pengembangan tindakan alternatif untuk mencapai masa depan yang lebih baik.  Untuk menghindari data-data yang terlalu luas dan tidak berguna, serta untuk menyusun perencanaan yang berkualitas  maka perlu dipahami situasi secara menyeluruh baik potensi maupun masalah serta kebutuhan gagasan kongkrit untuk mengatasi masalah yang sebenarnya.
Proses penyusunan RPJM Desa Sumberejo sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Sumberejo ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Sumberejo maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Sumberejo. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sumberejo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Sumberejo disebut juga sebagai Visi Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro.
Walaupun visi Desa Sumberejo secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Sumberejo melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Sumberejo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2015-2020. Dalam momentum inilah visi Desa Sumberejo yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.
Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro , dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Sumberejo sebagai berikut : 

“ MBANGUN DESO DADI KUTO”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sumberejo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sumberejo yang maju dalam berbagai bidang, baik fisik maupun non fisiksehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun, makmur, aman tentram, dan menjadikan Desa sumberrejo menjadi perkotaan di wilayah kecamatan Candipuro . Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Sosial Budaya, Pemerintahan, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pertanian, serta Pariwisatayang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.






4.1.2. Misi

Hakekat Misi Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro merupakan turunan dari Visi Desa Sumberejo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sumberejo merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Sumberejo.
Untuk meraih Visi Desa Sumberejo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sumberejo sebagai berikut:
· Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan  ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
· Mewujudkan kerukunan antar warga masyarakat tanpa memandang adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana yang saling menghargai dan menghormati.
· Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat sehingga mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, sehat, berkepribadian dan berjiwa wirausaha.
· Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas
· Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan revitalisasi Gapoktan, penataan pengairan, perbaikan jalan usaha tani, kemudahan memperoleh pupuk, serta penerapan polatanam yang baik untuk mencapai peningkatan program ketahanan pangan masyarakat.
· Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan pemanfaatan air tawar untuk budi daya ikan.
· Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
· Menata Pemerintahan Desa Sumberejo yang kompak dan  bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
· Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik
· Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah lewat pengembangan ekonomi berbasis kelompok dalam untukmewujudkan kemandirian masyarakat.
· Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan Lingkungan Hidup
· Mengembangkan potensi wisata yang ada di desa
· Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penciptaan lapangan usaha untuk mengurangi pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.
· Menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat lewat pembentukan koperasi desa
· Menata tata ruang Desa untuk merubah wajah desa menjadi layaknya perkotaan

4.2.  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


4.2.1.  Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 9 aspek mendasar, yaitu :

a. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan
1. Wajib belajar anak didik 12  tahun, dengan target enam tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
2. Pengadaan program penyetaraan pendidikan berupa kejar paket A/B/C yang bekerjasama dengan instansi terkait untuk anak yang putus sekolah
3. Pembangunan Paud dan Tk berikut bantuan alat penunjang pendidikan bagi dusun yang belum memiliki lembaga pendidikan tersebut

b. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas
1. Penyediaan air bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
2. Pembangunan MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi warga tidak mampu, meningkatkan pelayanan keluarga berencana
4. Pembangunan Balai Posyandu di tiap dusun
5. Revitalisasi peran dan fungsi posyandu
6. Optimalisasi kegiatan Gerbangmas 
7. Perbaikan gizi masyarakat
8. Peingkatan program keselamatan ibu melahirkan dan anak

c. Pembangunan infrastruktur yang bekelanjutan
1. Perawatan dan pemeliharaan jalan desa di tiap dusun
2. Pembuatan jalan tembus yang menghubungkan antar dusun
3. Peningkatan jalan menjadi aspal di tiap dusun
4. Peningkatan jalan lingkungan untuk dipaving, dirabat agar lebih bersih dan nyaman bagi pejalan kaki
5. Pembuatan trotoar ditiap dusun untuk keindahan wajah desa dan kenyamanan serta keamanan pejalan kaki 
6. Pembangunan jembatan untuk kemudahan transportasi dan mobilisasi warga
7. Pembangunan gapura sebagai batas dusun dan batas desa
8. Perbaikan drainase di samping kanan kiri jalan tiap dusun untuk kelancaran saluran air
9. Pembuatan taman untuk sarana interaksi warga
10. Penerangan jalan dan pengadaan lampu hias untuk merubah wajah desa agar seperti layaknya perkotaan
11. Rehab kantor dan balai Desa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat
12. Rehab balai dusun sebagai tempat pertemuan rutin warga 
13. Rehab poskamling untukmenyediakan rasa aman dan tentram masyarakat
14. Pemugaran rumah bagi warga yang tidak mampu
15. Perawatan dan pemugaran tugu sebagai simbol desa Sumberrejo

d. Melestarikan lingkungan hidup dan pemanfaatan energi alternatif
1. Penanaman pohon disekitar sumber mata air untuk menjaga debit air agar ta berkurang
2. Mengendalikan pencemaran limbah dan berupaya melestarikan lingkungan
3. Membuat tempat sampah di setiap Rt dan penyediaan lahan untuk TPA sampah Desa Sumberrejo
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi
5. Menciptakan energi alternatif bio gas dengan bahan limbah kotoran ternak
6. Menciptakan lingkungan yang asri lewat program rumah hijau dan taman toga

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan budaya yang bercermin pada kepribadian bangsa indonesia
1. Melestarikan keragaman kesenian budaya bangsa lewat pembinaan dan bantuan kepada kelompok seni yang ada di desa Sumberrejo
2. Mengembangkan budaya baca lewat pembuatan taman baca ataupun perpustakaan untuk memperluas cakrawala pengetahuan
3. Pelatihan kegiatan pendidikan luar sekolah seperti kursus komputer, elektro, dan kewirausahaan lainnya guna membekali para pemuda pemudi menyongsong tantangan hidup dimasa depan
4. Pembinaan dan bantuan dana bagi organisasi pemuda dan keolahragaan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
6. Mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat pedesaan
7. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan
8. Pemberian santunan kematian dan santunan anak yatim bagi masyarakat untuk mengurangi beban hidup

f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik
1. Meningkatkan program fasiitasi keagamaan lewat pembinaan dan bantuan kepada kelompok majelis taklim dan TPQ untuk pengembangan pendidikan agama
2. Menciptakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan
6. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Mengadakan program pendidikan politik
8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa
9. Penyelenggaran sosialisasi tentang program pemerintah kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
10. Pengadaan sosialisasi Keluarga sadar hukum ( Kadarkum) agar warga masyarakat tidak buta terhadap hukum

g. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan pengembangan usaha masyarakat
1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK dan Kopwan
2. Pembentukan koperasi ternak dan perikanan
3. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
4. Pembinaan, pelatihan dan bantuan modal bagi PKL untuk pengembangan usaha
5. Pengembangan sentra – sentra industri potensial
6. Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah (home industri) untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru
7. Pembangunan Bank desa untuk pengupayaan modal dengan bunga rendah
8. Pembangunan BUMdes untuk meningkatkan Pendapatan Asli desa
9. Pembangunan pasar desa sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat

h. Mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan dan peternakan
1. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan perhutani yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Perhutani.
2. Meningkatkan program pemberdayaan agribisnis
3. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendung.
4. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
5. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.
6. Peningkatan dan perbaikan Jalan Usaha Tani ( JUT )
7. Revitalisasi Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan )
8. Peningkatan program ketahanan pangan
9. Pelatihan dan pemberian modal bagi kelompok budidaya ikan
10. Pelatihan dan pemberian modal bagi kelompok peternak untuk peningkatan hasil produksi peternakan
11. Memanfaatkan kotoran ternak untuk energi alternatif ( Biogas )

i. Pembentukan daerah tujuan wisata 
1. Pelestarian, perawatan dan pemugaran gua sebagai aset wisata desa
2. Pembuatan tempat wisata untuk meningkatkan PAD


4.2.2. Potensi dan Masalah

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Sumberejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Potensi yang dapat digali melalui proses partisipatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber Daya Alam
1. Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya 
2. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal
3. Adanya kawasan hutan negara, yang bisa dikelola bersama oleh  masyarakat
4. Adanya air yang melimpah untuk usaha budi daya ikan air tawar
5. Adanya bahan baku kayu untuk usaha meubeler 

Sumber Daya Manusia
1. Silkus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang idial untuk terjadinya pembangunan desa.
3. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
4. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Masih adanya swadaya masyarakat (urunan untuk pembangunan). 
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari dokter sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun
10. Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.

Sebagai desa yang sedang dalam taraf membangun dan berkembang, harus diakui ada banyak persoalan yang harus dihadapi oleh desa Sumberrejo untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dan ditangani oleh desa Sumberrejo adalah sebagai berikut: 
1. Masih perlunya peningkatan cakupan layanan dan mutu pelayanan kepada  masyarakat.
2. Belum optimalnya pertumbuhansektor pertanian.
3. Harga produk pertanian sering tidak menguntungkan petani.
4. Potensi hutan rakyat masih perlu dioptimalkan.
5. Potensi wisata yang masih perlu dioptimalkan.
6. Belum optimalnya pembinaan Koperasi dan UKM/UMKM.
7. Perlu peningkatan akses sumber-sumber produksi dan permodalan yang memadai
8. Belum memadainya jaringan infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi dan air bersih.
9. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan publik 

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Sumberejo Kecamaan Candipuro yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang tercecer.
Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. 

4.2.3.  Program Pembangunan Desa

Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun bagi Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari Lima  dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah dokumen yang sangat penting merupakan inti dari RPJM Desa Sumberejo.
Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggunggjawabkan. Dengan demikian keberadannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Sumberejo.
Matrik Rencana kegiatan pembangunan Desa Sumberejo selama enam tahun (2015 – 2020 ) terlampir .
Adapun strategi dan arah kebijakan enam tahun ke depan adalah sebagai berikut :
	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI I	: 
Mengembangkan kegiatan Keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berusaha mendorong terwujudnya kerukunan antar umat beragama



	Tujuan
	Target
	Strategi
	Arah kebijakan

	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang  Maha Esa serta membina kerukunan antar umat beragama
	Pembinaan Organisasi keagamaan
	1. Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan
	Meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan




	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI II	: 
Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati masyarakat untuk menghasilkan insan intelektual, inovatif, sehat, berkepribadian dan berjiwa wirausaha









	Tujuan
	Target
	Strategi
	Arah kebijakan

	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan,
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

	1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi warga 
2. Optimalisasi pelaksanaan Kejar Paket A/B/C
3. Pembangunan gedung Paud dan Tk beserta fasilitas penunjang

	1. Menuntaskan sukses  pendidikan 12 tahun
2. Meningkatkan kualitas pendidikan


	
	Taman baca / Perpustakaan Desa

	1. Meningkatkan pelayanan dengan kemudahan melalui sistem informasi dengan pengadaan taman baca dan perpustakaan

	Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan khususnya pelajar

	
	Pemuda dan olah raga 
	1. Meningkatkan peran serta kepemudaan
2. Meningkatkan prestasi serta sarana dan prasarana olahraga
	Meningkatkan  kualitas pemuda dan prestasi olah raga 


	
	Kelestarian kebudayaan bangsa
	1. Pembinaan dan bantuan kepada kelompok seni
	Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya 




	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI III	: 
Meningkatkan akses kesehatan masyarakat yang berkualitas



	Tujuan
	Target
	Strategi
	Arah kebijakan


	Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat

	Peningkatan kesehatan masyarakat


	1. Penyediaan air bersih, sanitasi , MCK/jambanisasi yang memenuhi standar kesehatan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes, pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu
3. Revitalisasi peran dan fungsi posyandu
4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
5. Optimaisasi Gerbang Mas
6. Perbaikan gizi masyarakat
7. Peningkatan program keselamatan ibu dan anak
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar

	
	Peningkatan pelayanan keluarga berencana


	1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Melakukan sosialisasi, promosi dan menggerakan masyarakat
3. Revitalisasi Program Keluarga Berencana
	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga




	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI IV	: 
Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan serta berusaha melestarikan lingkungan hidup



	Tujuan
	Target
	Strategi
	Arah kebijakan


	Meningkatnya hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan

	Peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan kelompok budi daya ikan


	1. Revitalisasi Gapoktan
2. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan perhutani dengan bekerjasama dengan pihak terkait
3. Perbaikan saluran irigasi bekerjasama dengan HIPPA dan dinas Pengairan
4. Perbaikan jalan usaha tani
5. Mengupayakan bibit dan pupuk murah
6. Pelatihan dan pemberian modal bagi peternak dan kelompok budi daya ikan
7. Peningkatan program ketahanan pangan dengan mendirikan lumbung desa
	1. Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian


	Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
	1. Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber mata air
3. Revitalisasi fungsi penyuluhan kehutanan
4. Intensifikasi penertiban dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pembinaan dan pendampingan
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan
6. Meningkatkan penanganan lahan kritis
	1. Melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tanah dan air yang berwawasan lingkungan
	Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan

	
	Meningkatnya penanganan persampahan
	1. Meningkatkan  penanganan sampah secara bekelanjutan dengan mendorong partisipasi masyarakat 
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai

	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan

	


	
	

	2. 

	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI V	: 
Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, menata tata ruang desa untuk merubah wajah desa menjadi layaknya perkotaan



	Tujuan
	Target
	Strategi
	Arah kebijakan


	Menciptakan pembangunan yang bermanfaat untuk  kepentingan masyarakat , merubah wajah desa menjadi perkotaan

	Pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat


	1. Perawatan/perbaikan  jalan lingkungan dan jalan desa
2. Peningkatan jalan lingkungan dan desa dari tanah menjadi paving, rabat atau aspal
3. Perbaikan dan pembuatan jembatan
4. Perbaikan dan pembuatan saluran drainase
5. Pembuatan taman dan trotoar
6. Memperbanyak pengadaan lampu penerang dan lampu hias
7. Pembangunan balai Dusun dan poskaming
8. Rehab Balai dan Kantor desa

	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan




	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI VI	: 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik 



	Meningkatnya pelayanan publik 
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
	1. Meningkatkan sarana prasarana administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kualitas SDM

	Meningkatkan pelayanan kependudukan

	
	Penanganan pertanahan
	1. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan Lembaga Pertanahan
	Meningkatkan pengelolaan pertanahan

	
	Pengelolaan arsip pemerintah desa yang tertib, rapi dan handal
	1. Meningkatkan sistem administrasi kearsipan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan
	Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip desa

	
	Peningkatan kualitas  dan jangkauan pelayanan  sosial
	1. Meningkatkan kemandirian usaha melalui peningkatakan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat
2. Meningkatkan bantuan dasar kesejahteraan sosial 
	Meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat

	
	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
	1. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dan aparatur pemerintahan secara transparan 
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

	
	Peningkatan kapasitas ( SDM ) perangkat desa
	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
2. Meningkatkan keikutsertaan perangkat  dalam pendidikan dan pelatihan 
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan
	Meningkatkan profesionalisme perangkat  melalui kediklatan 

	
	Peningkatan kerjasama antar desa
	1. Menyelenggarakan kerjasama antar desa
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar esa

	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Peningkatan toleransi dan rasa saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat  berbangsa dan bernegara
	1. Meningkatkan fasilitasi pembinaanpolitik dan hankam kepada masyarakat

	Meningkatkan rasa aman, nyaman, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara





	VISI 	: 
MBANGUN DESO DADI KUTHO

	MISI  VII	: 
Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lewat pemberdayaan usaha kecil menengah. Pendirian koperasi, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan potensi wisata desa



	Tujuan
	Target
	Strategi
	Arah kebijakan

	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
	1. Pembinaan koperasi secara intensif 
2. Mengembangkan Koperasi dan UMKM melalui bantuan permodalan.
	Menciptakan iklim Menengah (UMKM) dan koperasi yang kondusif 

	
	Pengembangan SDM tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
	1. Menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas
2. Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta
	Memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

	
	Penciptaanlapangan usaha baru
	1. Pembuatan industri rumah tangga
2. Pembinaan, pelatihan dan bantuan modal bagi masyarakat
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

	
	Pengembangan objek wisata desa
	1. Pemugaran gua sebagai aset wisata desa
2. Membuat tempat wisata
3. Mengembangkan potensi wisata desa

	Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan  promosi



4.2.4.  Kebijakan Umum Anggaran

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang 

Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama lima tahun makaharus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Sumberejo, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:
1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Sumberejo tahun 2015-2020 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa
Desa Sumberejo tahun 2015-2020 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.








BAB V
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

5.1.	Pedoman Transisi
Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. RPJM-Desa Sumberrejo 2015 – 2020  memiliki titik sambung dengan program-program pembangunan pemerintahan desa sebelumnya. Demikian pula halnya, RPJM-Desa Sumberrejo 2015 – 2020akan memiliki kseinambungan dengan RPJM-Desa periode selanjutnya. Karena itu, di akhir RPJM-Desa ini juga membuka ruang adanya periode transisi untuk berjalannya program-program pembangunan pemerintahan selanjutnya. Ruang transisi semacam itu dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan di Desa Sumberrejo. Melalui adanya RPJM-Desa transisi, bisa berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. RPJM-Desa transisi akan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Sumberrejo pada tahun transisi, juga sebagai acuan bagi seluruh pemangku pembangunan desa (stakeholders) untuk mewujudkan tujuan bersama. RPJM-Desa transisi semacam itu juga bisa berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKP-DesaSumberrejo dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan desa dalam tahun transisi.

5.2.	Kaidah Pelaksanaan
Betapapun baiknya sebuah RPJM-Desa, tidak akan memiliki makna yang berarti tanpa diimplementasikan secara baik. Agar terlaksana secara baik, terdapat sejumlah kaidah-kaidah, seperti berikut:
1) RPJM-DesaSumberrejo Tahun 2015 - 2020 sebagai bahan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang dilaksanakan pada setiap tahun;
2) Pemerintahan desa berkewajiban untuk menyusun RENSTRA pemerintahan desa yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan berpedoman pada RPJM-DesaSumberrejo tahun 2015 – 2020;
3) Pemerintahan desa berkewajiban menjamin konsistensinya antara RPJM Kabupaten Lumajang tahun 2014 – 2019 dengan Renstra Pemerintahan desa dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintahan desa;
4) Untuk mengetahui tingkat pencapaian visi dan misi RPJM-Desa perlu dilakukan evaluasi selambat-lambatnya satu tahun sebelum periode RPJM-Desa berakhir guna menyusun akselerasi program kegiatan yang diperlukan.




Kepala Desa Sumberejo,



BOWO PRAYITNO
























	
TABEL DATA
INDIKATOR, MASALAH DAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
DESASUMBERREJO  KECAMATAN CANDIPURO

	
I.  BIDANG : PENDIDIKAN


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1
	Tidak adanya gedung PAUD dan TK di beberapa Dusun
	Tersedia lahan, tenaga guru dan siswa
	Pembangunan Gedung PAUD danTK,berikut penyediaan sarana dan prasarana pendukung (mebeler, alat pembelajaran dan alat bermain)

	2
	Sarana dan Prasarana PAUD dan TK di beberapa Dusun perlu penambahan
	Sudah ada fasilitas tapi minim
	Penambahan sarana dan prasarana pendukung (mebeler, alat pembelajaran dan alat bermain)

	3
	Banyak warga yang buta aksara dan perlunya penyeteraan pendidikan bagi anak yang putus sekolah
	Kemauan belajar warga cukup tinggi
	Pemberantasan buta aksara , pengadaan program kejar paket A/B/C, 

	4
	Ada Sebagian Warga kurang sadar akan pentingnya pendidikan
	Ada  anak usia sekolah, adanya lembaga pendidikan formal
	Memberi pemahaman kepada warga akan pentingnya pendidikan baik formal maupun in formal

	
II.  BIDANG : KESEHATAN 


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1
	Kurangnya tersedianya air bersih, terutama di musim kemarau
	Adanya sumber air, air tanah dangkal
	Pipanisasi air bersih, Pengadaan Sumur Bor

	2
	Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih, membuang sampah ke sungai 
	Ada lahan untuk dijadikan bak sampah dan TPA
	Pembuatan bak sampah umum dan TPA

	3
	MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
	Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa
	Penyuluhan kesehatan tentang sanitasi. Penyediaan MCK yang memenuhi standar minimal kesehatan

	4
	Kurang sadarnya masyarakat akan pola makan yang sehat dan bergizi
	Tersedianya bahan baku akan tetapi belum terkelola dengan sempurna
	Perlunya pembinaan baik oleh Kader kesehatan dan perlunya pemberian makanan sebagai gizi pelengkap

	5
	Masyarakat belum memiiki jamban
	Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa
	Penyuluhan kesehatan tentang sanitasi. Pengadaan program jambanisasi


	6
	Kurang optimalnya pelayanan posyandu
	Adanya lahan, Kader Kesehatan, Bidan desa
	Peningkatan pelayanan posyandu

	7
	Keterbatasan warga kurang mampu dalam berobat
	Adanya lahan, Kader Kesehatan, Bidan desa
	Pemeriksaan dan pengobatan gratis 

	8
	Kurangnya optimalnya Gerbangmas
	Adanya kader gerbangmas
	Mengoptimalkan kinerja kader Gerbangmas

	9
	Setelah musim penghujan banyak warga terjangkit penyakit demam berdarah
	Adanya lahan, Kader Kesehatan, Bidan desa
	Penyemprotan sarang nyamuk, pemberian obat abate

	10
	Pelayanan KB dan program keselamatan ibu dan anak kurang optimal
	Adanya lahan, Kader Kesehatan, Bidan desa
	Mengoptimalkan kinerja kader KB  dan bidan desa

	



	 

	 
	 

	
III.  BIDANG : SARANA DAN PRASARANA


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1
	Banyak jalan tembus yang menghubungkan wilayah antar dusun yang rusak
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Kegiatan perkerasan jalan          ( Makadam telport dan dilanjutkan pengerasan Lapen )

	2
	Banyak jalan ditiap dusun yang rusak
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Kegiatan penyemiran jalan yang rusak

	3
	Adanya jalan desa yang dirasa terlalu sempit
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Kegiatan pelebaran jalan desa

	4
	Adanya jalan lingkungan yang kurang tertata dengan rapi
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Kegiatan pavingisasi dan rabat beton

	5
	Adanya jalan desa yang perlu ditingkatkan 
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Kegiatan perkerasan jalan          ( Makadam telport dan dilanjutkan pengerasan Lapen )

	6
	Tidak adanya trotoar untuk pejalan kaki
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Kegiatan membangun trotoar di tiap dusun

	7
	Terlalu sempit  pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) 
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan dan pelebaran saluran drainase

	8
	Belum adanya plengsengan untuk mencegah erosi / terkikisnya tanah oleh air
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan plengsengan sepanjang jalan di tiap dusun yang berpotensi menimbulkan erosi

	9
	Banyak jembatan yang rusak dan perlu untuk dibangun kembali
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Rehab dan pembangunan jembatan

	10
	Balai dusun banyak yang rusak dan perlu direhab
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan balai Dusun 

	11
	Banyak dusun yang tidak memiliki batas wilayah
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Perlunya dibangun Gapura

	12
	Balai desa dan Kantor desa rusak 
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Rehab balai desa dan kantor desa


	13
	Pos kamling banyak yang rusak
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan Pos kamling


	14
	Taman desa belum ada
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan taman desa


	15
	Stadion olah raga belum ada
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan stadion olah raga

	16
	Penerangan jalan di tiap dusun kurang optimal
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pengadaan penerangan jalan di tiap dusun

	17
	Wajah desa kurang indah
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pengadaan lampu hias sepanjang jalan propinsi depan kantor desa

	18
	Gapura batas antar desa rusak
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan gapura sebagai batas desa

	19
	Belum adanya sudetan air untuk mencegah banjir
	Gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan sudetan air

	

IV. BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1
	Banyak pohon disekitar mata air yang tumbang
	Adanya bibit tanaman, gotong royong dan partisipasi masyarakat
	Penanaman kembali pohon disekitar mata air

	2
	Pencemaran akibat pembuangan limbah masyarakat yang sembarangan
	
Gotong royong, partisipasi masyarakat 
	 Perbaikan saluran limbah

	 3
	Kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah dan tidak adanya TPA sampah
	Adanya lahan untuk dijadikan tempat sampah dan TPA, Gotong royong, partisipasi masyarakat 
	Pembuatan bak sampah dan TPA sampah
 

	4
	Kurangnya pemanfaatan dan pengelolaan sampah 
	SDM tersedia, lahan ada
	Pembuatan Bank sampah/tempat daur ulang sampah

	5
	Kurangnya pemanfaatan halaman rumah untuk program rumah hijau dan taman toga
	Bibit tanaman ada, lahan ada, pupuk kandang ada
	Pembuatan rumah hijau dan taman toga

	

V.  BIDANG : SOSIAL  DAN BUDAYA


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1
	Kurang kesadaran  toleransi antar pemuda, sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan akibat perbedaan pandangan
	Adanya lembaga Karang Taruna, budaya rembug di desa 
	Pembinaan pemuda melalui Karang Taruna, Pelatihan ketrampilan kepada pemuda

	2
	Kurangnya program sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat
	
Pemerintah desa, Instansi terkait  
 
	 Penggalakan sosialisasi program pemerntah kepada masyarakat

	 3
	Kurang optimalnya penanganan masalah sosial
	
Pemerintah desa, Instansi terkait  
 
	 Penanganan secara optimal masalah sosial seperti santunan anak yatim, santunan kematian, pembinaan anak putus sekolah, pemugaran rumah warga miskin masalah kesejahteraan sosial lainnya 

	4
	Kurang optimalnya pembinaan terhadap kelompok kesenian daerah yang ada di desa
	Kelompok seni ada
	Pembinaan dan bantuan dana bagi kelompok seni

	5
	Tidak ada taman baca dan perpustakaan di tiap Dusun
	Minat untuk membaca dan haus akan ilmu pengetahuan warga cukup tinggi
	Perlunya dibangun taman baca dan perpustakaan di tiap Dusun

	6
	 Tidak ada kegiatan pendidikan luar sekolah/kursus/pelatihan ketrampilan
	 Minat warga akan pengembangan diri cukup tinggi
	 Pengadaan kursus dan pelatihan ketrampilan diri (komputer, elektro dan lain – lain)

	7
	Kurangnya pembinaan dan bantuan peralatan bagi kegiatan pemuda dan olah raga 
	Adanya kelompok/organisasi pemuda dan olah raga
	Mengoptimalkan pembinaan dan bantuan peralatan olah raga

	8
	Kurangnya pembinaan dan bantuan dana bagi kegiatan karang taruna 
	Adanya organisasi kepemudaan karang taruna
	Mengoptimalkan pembinaan dan batuan dana bagi karang taruna

	

VI.  BIDANG :PEMERINTAHAN


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1
	Kurang optimalnya program fasilitasi keagamaan
	Adanya tokoh agama, majelis taklim, kelompok seni islam (Al-jiduri)
	Mengoptimalkan pembinaan keagamaan dan bantuan dana bagi kesenian Al-Jiduri, pengembangan TPQ

	2
	Kurangnya sosialisasi program pembangunan desa
	Adanya perangkat desa, LKMD, KPMD
	Mengoptimalkan sosialisasi program pembangunan desa

	3
	Belum optimalnya program peningkatan kapasitas perangkat desa
	Adanya lembaga diklat
	Melaksanakan diklat bagi perangkat desa

	4
	Kurangnya kualitas pelayanan masyarakat akibat sarana dan prasarana kurang memadai
	SDM perangkat desa yang memadai
	Pengadaan mebeller, komputer, laptop, internet dan sarana informasi lainnya

	5
	Kurang optimalnya program sosialisasi siskamling
	Adanya babinkamtibmas, babinsa, linmas, warga masyarakat
	Menggalakan kembali siskamling, pembangunan pos ronda

	6 
	Kurangnya program pendidikan poitik 
	Adanya tokoh politik 
	Meningkatkan program pendidikan politik

	7
	Program sosialisasi keluarga sadar hukum kurang optimal
	Adanya petugas hukum
	Meningkatkan program sosialisasi keluarga sadar hukum

	







	VII. BIDANG : KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT

	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1

	Sebagian  warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 
	 Lapak PKL sudah tersedia, SDM tersedia
	Mengembangkan usaha home industry, pengembangan PKL, pengembangan sentra industri potensial

	2
	Pembinaan KOPWAN dan UKM kurang optimal

	Sudah adanya KOPWAN dan terbentukya UKM
	Penambahan Modal dan pelatihan kelompok usaha

	3
	Belum adanya Bank Desa
	Lahan tersedia ,SDM tersedia
	Pembangunan gedung Bank Desa dan Pelatihan SDM

	4
	Minimya barang dagangan di PKL 
	Lahan tersedia,SDM tersedia
	Penambahan Modal dan pelatihan

	5
	Kurang bantuan modal
	Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani 
	Bantuan Modal / Pinjaman dengan bunga rendah

	6
	Belum adanya BUMDesa, Koperasi perikanan dan peternakan
	Lahan tersedia ,SDM tersedia
	Pembangunan BUMDesa, koperasi perikanan dan peternakan, pelatihan SDM

	7
	Pasar desa belum ada
	Lahan tersedia, banyak minat warga untuk membuka usaha
	Pembangunan pasar desa




	
VIII.  BIDANG : PERTANIAN


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1

	Saluran irigasi yang masih perlu pengelolaan
 
	Tersedianya air untuk irigasi,
 gotong royong, partisipasi masyarakat
	Pembangunan irigasi,dan pembinaan pada kelompok HIPPA

	2
	Penghasilan petani kurang 
	Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani
	Penyuluhan pertanian,revitalisasi gapoktan

	3
	Pembelian pupuk pada masa tanam kadang sulit 
	Banyak limbah kotoran ternak, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani
	Pelatihan Pembuatan Pupuk  arternatif seperti kompos dan pupuk bokasi 

	4
	Harga pupuk dan obat-obatan mahal
	Adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani
	Bekerjasama dengan pihak terkait untuk pengadaan pupuk murah, pembuatan pupuk alternatif

	5
	Kurang bantuan peralatan pertanian modern dan modal
	Adanya kelompok tani 
	Bantuan peralatan pertanian modern dan Modal / Pinjaman

	6
	Problematika sektor pertanian meliputi: rendahnya wawasan pertanian alternatif, pupuk mahal, irigasi sulit, permaianan harga panen oleh tengkulak   
	Sawah  dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani
	Bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan

	7
	Jalan usaha tani rusak dan perlu ditingkatkan
	gotong royong, partisipasi masyarakat
	Perlunya perbaikan dan peningkatan Jalan Usaha Tani

	8

	Kurangnya pemanfaatan air tawar untuk  budidaya ikan air tawar
 
	Tersedianya air ,lahan dan SDM
	Pelatihan pada kelompok budidaya ikan dan pemberian Modal

	9


	Kurangnya pemberian modal bagi peternak
 
	Adanya kelompok peternak
	Pelatihan pada Kelompok ,pemberian Modal 

	10
	Kotoran ternak tidak dikelola dan dimanfaatkan denganbaik
	Tersedianya bahan baku.SDM
	Perlunya pelatihan untuk pembuatan pupuk organik dan bio gas

	11
	Tidak adanya lumbung desa untuk program ketahanan pangan
	Tersedianya SDM
	Pembuatan lumbung desa

	12
	Tidak adanya program pemberdayaan agribisnis
	Sawah  dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani
	Pembuatan program pemberdayaan agribisnis





	
IX.  BIDANG : PARIWISATA


	NO
	INDIKATOR
	POTENSI
	TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

	1.
	Tidak adanya gedung sentral kegiatan seni 
	Adanya sanggar seni 
	Pembangunan gedung sentralkegiatan seni

	2
	Pembinaan kepada kelompok seni kurang
	Adanya kelompok seni
	Mengoptimalkan pembinaan dan batuan peralatan kepada kelompok seni yang ada

	3
	Kurang dilestarikannya aset wisata
	Adanya gua sebagai aset wisata
	Pelestarian, perawatan dan pemugaran gua

	4
	Tidak adanya tempat wisata desa
	Tersedianya lahan
	Pembuatan tempat wisata desa
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BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA (RPJM-DESA)
Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun ........................ di Desa ............................ Kecamatan ....................... Kabupaten Lumajang , Provinsi ................................... dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini  : 
Hari dan Tanggal : ................................................... 

J a m                      : ................................................... 

Tempat                  : ................................................... 
Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah : 
A. Materi atau Topik 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 
Pemimpin Rapat : .............................. dari ................................................. 
Sekretaris/Notulen : .............................. dari ................................................. 
Narasumber : 1 ........................... dari ................................................. 
2 ........................... dari ................................................. 
3 ........................... dari ................................................. 
4 ........................... dari ................................................. 
5 ........................... dari .................................................
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu : 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. 




Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
	
Pimpinan Musrenbang




(...............................................)
	Sumberrejo,..........................................2014
Notulen / sekretaris




(.....................................................)




Mengetahui,
Kepala Desa Sumberrejo





( BOWO PRAYITNO )

Mengetahui dan Menyetujui, 
      Wakil dan peserta Musrenbang Desa 

	No.
	Nama
	Alamat
	Tanda Tangan

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	








[image: ]PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN  CANDIPURO
DESA SUMBERREJO
Jl. Jendral Sudirman No.005
CANDIPURO 67373




SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUMBERREJO
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR :180/         /427.903.04/2014

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA
DESA SUMBERREJO  KECAMATAN CANDIPURO
KEPALA DESA SUMBERREJO
	Menimbang
	:
	bahwa sehubungan dengan penyusunan RPJMDesa ,  maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam Surat Keputusan  Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tim penyusun RPJM Desa Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.


	Mengingat     
	:
	dst

	

	Menetapkan

	:
	

	Pertama 
	:
		Menunjuk  dan mengangkat :


	1
	BOWO PRAYITNO
	Kepala Desa

	2
	HENDRIQ INDRA GUNAWAN
	Sekretaris Desa

	3
	BUANG
	LKMD

	4
	SUGENG MARIYANTO
	LKMD

	5
	TIMBUL
	Kepala Dusun

	6
	EKO HADI PRASEYYO
	Kaur Pembangunan

	7
	PUJIONO
	Kepala Dusun

	8
	IIN ARIS BOWO
	KPMD

	9
	RUDI HARTONO, S.Pd, MM.
	Tokoh Masyarakat

	10
	LILIS WIDYAWATI
	Tokoh Masyarakat

	11
	DIDIK RUDI HARTONO, S.Pd
	Tokoh Masyarakat

	
Sebagai Tim Penyusun RPJM Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang 





	Kedua
	:
	1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
2. Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan ini.





	Ditetapkan di 
Pada Tanggal 
	:  Sumberrejo 
:  ……………….......2014

	Kepala Desa  Sumberrejo


BOWO PRAYITNO







	Salinan : Keputusan ini disampaikan 
Kepada Yth :
1. Sdr. Camat Candipuro
2. Sdr.Yang bersankutan
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